pn-batusangkar.go.id @

pn_batusangkar I@l

ENGADILAN
BATUSANG



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

¢

4
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S
atas dan rahmat dan karuniaNYA
dapat menyusun Laporan Pelaksanaad
Kegiatan Pengadilan Negeri Batusangkar
tahun  2022. Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Pengadilan Negeri Batusangkar
ini adalah penyampaian pelaksanaan
tugas pekerjaan dan kegiatan selama satu
tahun anggaran pada tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami

susun berdasarkan surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor : 2876/SEK

/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember

2022 perihal Penyusunan Laporan
e - Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan
gambaran apakah pelaksanaan pekerjaan aparat Pengadilan sudah efektif,
efisien sehingga tidak adanya keterlambatan untuk melaksanakan pekerjaan
dimasing-masing bidangnya sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung
RI, oleh karena itu melalui Laporan tahunan ini diharapkan bagi segenap
aparat Pengadilan Negeri Batusangkar, pada Tahun 2023 ini dapat dijadikan
landasan dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara professional.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat digunakan sebagai
konsep awal pelaksanaan pekerjaan di Pengadilan Negeri Batusangkar
sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berdaya guna.

Kepada semua pihak yang membantu penyelesaian Laporan
Pelaksanaan Kegiatan ini, saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar
mengucapkan terimakasih dan demi kesempurnaan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan ini kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif.

Batusangkar, 6 Januari 2023
KETUA
Pengadilan Negeri Batusangkar

HANIFZAR, S.H.. M.H
NIP. 197809282001121001
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Batusangkar adalah salah satu yang ada dibawah
Mahkamah Agung RI yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan
kepentingan Peradilan Umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan
organisasi yang mengacu pada pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar tahun
1945 amandemen Kketiga menyatakan Kekuasaan Kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dengan keadilan sebagai implementasi pasal 24 ayat 1
Undang - undang Dasar tahun 1945 tersebut diatur kedalam Undang-undang
No 5 Tahun 2004.

Pasal 12 ayat 1 undang-undang No 4 tahun 2004 menetapkan bahwa
organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Umum yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI, dan sesuai
dengan pasal 32 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yo undang-undang No. 5
tahun 2004 dan UU No. 49 Tahun 2009, bahwa Mahkamah Agung adalah
Pengawas tertinggi dibidang penyelenggaraan Peradilan dan kewenangan
untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat
didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding disemua lingkungan
Peradilan.

Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Batusangkar
menyelenggarakan Fungsinya yaitu :

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana
dan perdata pada tingkat pertama ;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-
undangan ;

Sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda

ruannya, maka di Pengadilan Negeri Batusangkar mempunyai

ogram prioritas, antara lain :
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1. Management Perkara

Pengadilan Negeri Batusangkar telah melaksanakan
manajemen perkara dengan diwujudkannya pengimpleme
Sistem Informasi Penelururan Perkara secara elektron

Penyempurnaan  manajemen  perkara  dilakukan  dengan
pemberlakukan template dan standarisasi penomoran perkara yang
ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20
Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut
diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana
pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh mahkamah Agung
RI. Di tahun 2016, manajemen perkara pada SIPP semakin
disempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak.

2. Program keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Program ini untuk mewujudkan SK KMA 144/2011, maka pada
Pengadilan Negeri Batusangkar telah dibuat website dengan alamat :

www.pn-batusangkar.go.id, website ini telah berjalan dan terus

diperbaharui, didalam website menyediakan beberapa menu dan
Pengadilan Negeri Batusangkar telah menyediakan desk info diruang
tunggu yang berisi informasi, jadwal sidang, serta penerapan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara(SIPP) website dengan alamat link

www.sipp-pn.batusangkar.go.iddengan penerapan aplikasi SIPP ini
diharapkan dapat memudahkan para pencari keadilan untuk
menelusuri perkara dan aplikasi ini juga nantinya merupakan
transformasi dari sistem manual yang sedang berjalan sekarang ini.

. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan
Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Batusangkar telah
menyediakan meja informasi, pengaduan walaupun dengan saran

sederhana dan terbatas, namun pada pertengahan tahun 2018 ini
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Mahkamah Agung Republik Indonesia(SIWAS-MAR

link www.siwas.mahkamahagung.go.id

4. Program Penyuluhan Hukum
Pada Program ini Ketua Pengadilan Negeri telah membuat sua
kegiatan Penyuluhan Hukum tingkat pelajar se Kabupaten Tanah
Datar yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah
Datar, serta pemasangan spanduk tentang wundang-undang
dibeberapa titik kota Batusangkar.
- Visidan Misi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan, untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Negeri Batusangkar. Adapun Visi Pengadilan Negeri

Batusangkar mengacu kepada visi Mahkamah Agung yakni :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR YANG AGUNG “

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai
lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar terwujud dan terlaksannya visi Pengadilan Negeri
Batusangkar itu sendiri. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan
proses pencapaian tujuan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Batusangkar,

adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Batusangkar.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencari keadilan.
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c. Meningkatkan Kkualitas kepemimpinan Pe

BatusangKkar.
d. Meningkatkan Kkrediblitas dan transparansi Pengs

Negeri Batusangkar.

B. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Pengadilan Negeri Batusangkar merupakan Instansi vertikal di bawah
Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi
Sumatera Barat yang mempunyai tugas pada bidang penyelenggaraan
Peradilan tingkat pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri
Batusangkar dibantu Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris, para
Kepala Sub Bagian, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita
Pengganti, Pegawai dan Tenaga Kontrak/Honorer.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Batusangkar Tahun

2022 seperti yang tertera pada gambar dibawah :

KELAS II

KETUA

WAKIL KETUA
HAKIM 1

PANITERA

PANMUD PERDATA PANMUD PIDANA

SEKRETARIS

\ |

KASUBBAG KASUBBAG
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN
DAN ORTALA TIDAN PELAPORAN

KASUBBAG
UMUM DAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. FUNGSIONAL ARSIPARIS
2. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
3. FUNGSIONAL ANALIS SDMA

G
3.ANALIS PERKARA PERADILAN
4 ANALIS PENGELOLA PERKARA
R . PRANATA PERADILAN
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Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Be
sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Batusangkar mulai
Pengadilan adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. KETUA PENGADILAN

1. Bertanggung jawab secara managerial terhadap pelaksanaan
administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi
umum (kesekretariatan).

2. Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkaraPerdata Gugatan dan Perkara Pidana Biasa. (3 harti).

3. Membuat Penetapan tidak diterimanya permohonan kasasi
karena tidak memenubhi syarat formal pengajuan kasasi 2 hari.

4. Menetapkan Majelis Hakim /Hakim Tunggal Permohonan
Peninjauan Kembali, pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya.

5. Membentuk Tim Eksekusi.

6. Menandatangani Penetapan Aanmaning dan Penetapan Eksekusi.
Paling lama 2 hari

7. Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, KPN membentuk tim
esekusi yang membuat resume untuk ditelaah paling lama 7 hari.

8. Meneliti Penetapan sita eksekusi sebelum ditandatangani 2 hari.

9. Mendisposisikan semua surat masuk kecuali surat permintaan
Persetujuan Penyitaan dan Perpanjangan Penahanan selambat-
lambatnya 3 hari kerja.

- Dalam Bidang Pengawasan:

1. Melakukan pengawasan yang didelegasikan kepada Wakil Ketua
Pengadilan terhadap:
- Pelaksanaan tugas selaku kordinator pengawasan di Pengadilan
Negeri,

- Memantau pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan,
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- Penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap t

pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Kepananiteraan da
Pengadilan.

2. Pengawasan terhadap hakim-hakim, yaitu : Hakim Pengawas da
pengamat, dan Hakim Pengawas bidang dalam hal:

- Tenggangwaktu

- penyelesaian perkara;

- Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan;

- Penyelesaian/minutasi perkara;

- Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat.

- Tenggang waktu penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6
tahun 1992 dan SOP;

- Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap
keadaan perkara dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda
Perdata.

- Menerima laporan hakim pengawas dan pengamat narapidana,
serta hakim pengawas bidang.

3. Pengawasan terhadap Panitera dan Sekretaris:

- Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

- Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara dan
administrasi umum.

- Memantau pelaksanaan program kerja, pelaksanaan dan laporan
pertanggung jawaban DIPA;

- Memantau pelaksanaan eksekusi putusan perkara dan grosse acte,
termasuk eksekusi berdasarkan delegasi Pengadilan Negeri lain.

- Memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara pidana yang
telah berkekuatan hukum tetap dari Kejaksaan.

- Memantau pengelolaan keuangan dan admistrasi keuangan

perkara perdata dan pidana serta konsignasi.
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2. WAKIL KETUA PENGADILAN

0

Melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri jika berha
Melaksanakan pendelegasian tugas Ketua Pengadilan Nege
Menetapkan izin penggeledahan, penyitaan dan Persetujua
Penyitaan serta perpanjangan penahanan, .

Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Permohonan dan Perkara Pidana SingkatRingan dan
Cepat./lalulintas (1 hari).

Koordinator Tugas Hakim Pengawas Bidang, penyelesaian
Tunggakan Minutasi perkara, pembenahan Arsip perkara In-aktif.
Pengawasan disiplin Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan
Kesekretariatan serta seluruh Pegawai.

Melaksanakan tugas sebagai Tim Baperjakat.

Melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pengawas.

Dalam Bidang Pengawasan

Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera dan
Sekretaris dan jajarannya.

Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi
perkara pidana dan perdata.

Memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri.

Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri
berdasarkan SK KMA No. 076 /KMA /SK/V1/2009;

Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera

Muda Hukum.

3. HAKIM

d.

Menetapkan hari Sidang perkaraPidana dan perkara Perdata pada
hari itu juga

Mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan (CB) dalam waktu 2 Hari;
Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara

Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti dan

¢C0C HV1ldV



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

¢

0

menandatanganinya sebelum sidang berikutnyad
satu hari ;

d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;

e. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan yang sudah diucapka
dalam persidangan

f. Bertanggung jawab atas penyelesaikan minutasi perkara (14
hari).

g. Perkara anak sudah harus diputus dalam waktu (45 hari).

h. Perkara praperadilan sudah harus diputus selambat-lambatnya 7
hari.

i. Menetapkan hari sidang Peninjauan Kembali pada hari berkas
diterima.

j.  Memeriksa permohonan Peninjauan Kembali, paling lama 30 hari.

k. Menyerahkan petikan putusan kepada Kepaniteraan Pidana
melalui Panitera Pengganti, pada hari itu juga, atau paling lambat
hari berikutnya.

. Setelah para pihak hadir, menunjuk hakim mediator, dan
memberikan tenggang waktu sesuai PERMA no. 1 Tahun 2016.

m. Pemeriksaan perkara sampai dengan putusan diluar mediasi dan
perdata khusus paling lama 5 bulan, bila tidak selesai, maka
Majelis hakim wajib membuat laporan tertulis kepada KPT
melalui KPN.

n. Menetapkan hari dan tanggal penyumpahan perihal
ditemukannya bukti baru paling lambat 7 hari sejak diterima
penetapan KPN.

0. Menyerahkan berita acara penyumpahan kepada Panitera Muda

Perdata paling lama 2 hari setelah dilakukan penyumpahan.

4. PANITERA

a. Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi

perkara (kepaniteraan) .
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b. Penunjukan Panitera Pengganti untuk menda

Hakim dalam penyelesaian perkara Perdata dan Pidarte
hari

c. Mengelola Keuangan Perkara dan mempertanggungjawabkannys
setiap bulan setiap hari kerja ;

d. Menandatangani semua surat Pengantar perkara Pidana dan
perkara Perdata. Pada hari itu juga.

e. Membuat surat keterangan bahwa Pemohon kasasi tidak
mengajukan memori kasasi, 3 hari.

f. Menandatangani Akta BandingKasasi dan akta Peninjauan
kembali baik perkara Pidana maupun perkara Perdata., pada hari
itu juga atau hari kerja berikutnya.

g. Menetapkan Panitera Pengganti Peninjauan kembali, hari itu juga.

h. Membuat surat keterangan bahwa permohonan kasasi tidak
memenuhi syarat, yang selanjutnya KPN membuat Penetapan,
dalam waktu 2 hari.

i. Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan tugas kejurusitaan paling
lama 2 hari.

j.  Membuat berita acara peneguran pada hari itu juga, paling lambat
2 hari kerja.

k. Meneliti Penetapan eksekusi dan Penetapan Sita Eksekusi untuk
ditandatangani KPN 2 hari.

l. Menandatangani Surat Kuasa yang dibuat di Pengadilan Negeri

Batusangkar ;
. Mengawasi Kinerja Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru
Sita Pengganti ;

. Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas setiap Jurusita Pengganti

setelah melaksanakan pekerjaan Relaas.

Melaksanakan rapat kordinasi untuk pelaksanaan eksekusi

pengosongan dengan Pihak Keamanan paling lama 7 hari.
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5. SEKRETARIS

d.

0

Memberitahu rencana eksekusi kepada para piha

dan tanggal pelaksanaan 3 hari kerja.

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum (kesekretariatan)
melalui kepala sub bagian.

Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA 10
hari kerja.

Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana
anggaran tahun berjalan 10 hari kerja.

Mengkordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum dan
keuangan, perencanaan teknologi informasi dan pelaporan, dan
kepegawaian, organisasi dan tata laksana, setiap hari.

Mengoreksi dan mengkordinasikan surat-surat keluar yang dibuat
sub bagian umum dan keuangan, perencanaan teknologi informasi
dan pelaporan, dan kepegawaian, organisasi dan tata laksana
diselesaikan 2 hari kerja.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai
kebutuhan.

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh
kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui

Panitera/sekretaris, dilaksanakan 4 hari kerja.

6. PANITERA MUDA HUKUM

d.

Menerima laporan bulanan dari panitera muda pidana dan
panitera muda perdata paling lambat tanggal 2 setiap bulan.
Menerima laporan 4 (EMPAT) bulanan dari panitera muda pidana

dan panitera muda perdata paling lambat tanggal 2 setiap 4 bulan.
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. Menerima laporan tahunan dari Panitera Muda Pidana da

0

Menerima laporan 6 (enam) bulanan dari Panitée
dan panitera muda perdata paling lambat tanggal %

bulanan.

panitera muda perdata paling lambat tanggal 3 Januari.

Pelayanan permohonan/permintaan surat keterangan dan dicatat
dalam register sesuai dengan keperluan surat tersebut selama 3
hari.

Membuat laporan keadaan perkara pidana/perdata, laporan
keuangan perkara perdata/pidana, laporan jenis perkara
pidana/perdata setiap bulannnya, paling lambat tanggal 10.
Membuat laporan 4 bulanan yang terdiri dari: Laporan perkara
pidana/perdata yang dimohon banding, kasasi, Peninjauan
kembali, laporan perkara perdata yang dimohonkan eksekusi,
laporan perkara pidana yang dimohon grasi/remisi setiap

bulannya paling lambat tanggal 10.

. Membuat laporan 6 bulanan yang terdiri dari: Laporan kegiatan

hakim perkara pidana dan kegiatan hakim perkara perdata setiap
bulannya paling lambat tanggal 10.

Membuat laporan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
(Kimwasmat) setiap bulannya paling lambat tanggal 10.

Membuat statistic perkara perdata dan pidana setiap awal tahun
paling lambat 7 hari kerja.

Menyusun dan menata arsip perkara.

Menerima surat-surat pengaduan dan mengagenda diselesaikan

dalam satu hari kerja.

. Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada

KPN/WKPN diselesaikan 3 hari.

. Membuat pengantar telaah pengaduan diselesaikan 2 hari;

. Mencatat dan mendaftar surat-surat masuk dari notaris dan lain-

lain diselesaikan 1 hari kerja.
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7. PANITERA MUDA PIDANA
a. Penyelesaian perkara:
1. Penyelesaian perkara dengan acara biasa:

i.

il.

iii.

iv.

Vi.

vii.

0

Menerima pelimpahan perkara dan barang bukti dari JPE
serta meneliti kelengkapan berkas perkara, dan
menyerahkan kepada KPN untuk penunjukan majelis
hakim serta kepada Panitera untuk penunjukan Panitera
Pengganti dan diserahkan kepada Majelis hakim (3 hari ).
Menerima Penetapan hari sidang dan penetapan
penahanan dari Panitera Pengganti untuk dikirimkan
kepada Jaksa Penuntut Umum,dan Rumah Tahanan
Negara(Rutan).

Mencatat Dakwaan dan perkembangan persidangan
kedalam buku register atas laporan Panitera Pengganti
(hari itu juga/hari berikutnya Panitera Muda Pidana
wajib meneliti).

Menerima petikan putusan dari Panitera Pengganti dan
menyerahkannya kepada Penuntut Umum, Rutan serta
Terdakwa/penasehat hukumnya, serta harus meneliti
intisari keaslian putusan, dengan surat pengantar dan
tanda terima (3 hari).

Menyerahkan putusan verstek dan barang bukti kepada
Kejaksaan, (hari itu juga/paling lama 4 hari).

Bila perkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri lain,
maka dalam tenggang waktu 2 hari berkas dikirim
kembali kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Penetapan
agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang.

Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 hari dapat
mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut,
selanjutnya Pengadilan Negeri mengirimkan berkas ke

Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 hari.

¢C0C HV1ldV
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2. Penyelesaian perkara dengan acara singkat:

i.

il.

0

Menerima berkas perkara acara singkat @
bukti dari Jaksa Penuntut Umum, menyer&
kepada Wakil Ketua untuk menetapkan Hakim dad
kepada Panitera untuk menetapkan Panitera
Pengganti selanjutnya menyerahkan kepada Hakim
yang ditunjuk untuk menyidangkan.

Pemeriksaan perkara selama 7 hari, dapat
diperpanjang selama 14 hari, jika lewat tenggang
waktu tersebut, maka perkara harus diajukan dengan

acara biasa.

3. Penyelesaian perkara dengan acara cepat/Ringan

i.

il.

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan:

Menerima berkas dari Polisi selaku Kuasa Penuntut
Umum, kemudian menyerahkan kepada Wakil Ketua
untuk menetapkan Hakim Tunggal dan Panitera untuk
menetapkan Panitera Pengganti, dan pada hari itu
juga harus disidangkan dan diputus pada hari itu juga.
Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

Menerima berkas dari Sat Lantas, kemudian
menyerahkan kepada Wakil Ketua untuk menetapkan
Hakim dan kepada Panitera untuk menetapkan
Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga harus

disidangkan dan diputus.

b. Proses banding.
1. Pernyataan banding dapat diajukan 7 hari kalender setelah
putusan diucapkan atau diberitahukan kepada terdakwa.
2. Laporan banding harus disampaikan kepada Pengadilan Tinggi

pada hari itu juga/paling lama hari kerja berikutnya.
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3. Pemberitahuan pernyataan banding kepada Te

pernyataan banding diterima.

4. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memo
banding) paling lama 14 hari setelah pernyataan Banding
Diterima.

5. Jika pernyataan banding dicabut, harus diberitahukan kepada
Pengadilan Tinggi, Terbanding dilengkapi dengan akte
pencabutan banding, 3 hari kerja.

6. Dalam setiap putusan yang dikirim ke Pangadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung harus dilampirkan soft copy masing-masing
putusan.

7. Perkara banding yang tidak lengkap harus sudah dilengkapi 7
hari kerja.

8. Perkara banding maupun kasasi dimasukkan dalam register
banding dan register kasasi dan register induk perkara.

9. Tenggang waktu inzage 7 hari.

10. Putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan
Terdakwa dalam waktu 3 hari setelah berkas diterima dari

Pengadilan Tinggi.

¢. Proses Kasasi

1. Pernyataan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari
kalender.

2. Laporan kasasi ke Mahkamah Agung hari itu juga atau hari kerja
berikutnya atau paling lama 2 hari kerja melalui faximile dan
laporan asli dikirim melalui pos.

3. Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada Termohon kasasi

setelah pernyataan kasasi 4 hari kerja.
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4. Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas™

tuntutan, penyelesaian putusan selama 7 hari paling
hari kalender.

5. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi 14 ha
setelah pernyataan kasasi.

6. Memori kasasi diberitahukan kepada termohon kasasi selama 14
hari, dan kontra memori diserahkan 14 hari sejak diterima
memori kasasi.

7. Panitera membuat surat keterangan tentang Keterlambatan dan
tidak mengajukan memori kasasi paling lambat 3 hari.

8. Membuat penetapan tidak diterimanya permohonan kasasi 3
hari.

9. Permohonan kasasi yang tidak mengajukan memori kasasi tidak
dikirim ke Mahkamah agung, karena tidak memenuhi syarat
formal pasal 45 A UU No.5 Tahun 2004.

10. Bila permohonan kasasi dicabut harus diberitahukan kepada
Termohon Kasasi dan ke Mahkamah Agung dilengkapi akta
pencabutan kasasi dari panitera dan Relaas pencabutan kasasi
pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.

11.Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejak

pernyataan kasasi paling lama 30 hari.

d. Proses peninjauan kembali.

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan pada hari itu
juga atau hari kerja berikutnya melalui Panitera/sekretaris
menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

2. Menyerahkan PK Kepada Majelis Hakim dan memberitahukan
hari sidang kepada JPU dan Pemohon PK.

3. Mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung 7 hari sejak berkas

diserahkan Panitera Pengganti, bila PK dicabut maka dalam
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tenggang waktu 7 hari sudah harus diberite

Pemohon PK, Termohon PK.

4. Perkara selain dicatat dalam Register PK juga dicatat

Register Induk.

e. Proses Grasi.
1. Permohonan Grasi dicatat dalam register paling lama 1 hari.
2. Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita acara selama 4
hari, selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung.
3. Perkara Grasi dicatat dalam register Grasi dan register buku

induk.

f. Delegasi panggilan.
1. Bantuan/delegasi pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain
diselesaikan dalam waktu 3 hari.
2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut dijalankan setelah
bantuan diterima paling lama 3 hari;
3. Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan pemohon bantuan

diselesaikan dalam waktu 3 hari.

g. Laporan perkara pidana.

1. Menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum (
paling lambat tanggal 5 setiap bulan)

2. Menyerahkan laporan 4 (empat) bulanan kepada Panitera Muda
Hukum (paling lambat tanggal 5) setiap empat bulanan.

3. Menyerahkan laporan 6 (enam) bulanan kepada Panitera Muda
Hukum (paling lambat tanggal 5 setiap enam bulanan.

4. Menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum

(paling lambat tanggal 7 Januari).

h. Dalam Bidang Pengawasan.

1. Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan

¢C0C HV1ldV

kembali, grasi dan pra peradilan.

16




LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

¢

0

2. Pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjang
pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, pel@
tahanan dan pembantaran penahanan.

Pelaksanaan registrasi barang bukti.

Pelaksanaan registrasi uang jaminan penangguhan penahanan.

Pelaksanaan Registrasi dana bantuan hukum.

AR - S

Pembuatan konsep-konsep surat penetapan dan pengiriman

penetapan.

7. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan
perkara kepada Majelis.

8. Penyampaian salinan dan atau petikan putusan.

9. Pelaksanaan pemberkasan perkara.

10. Mempersiapkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan
Tinggi atau Mahkamah Agung.

11. Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
untuk diarsipkan.

12. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana, keuangan

perkara pidana dan dana bantuan hukum.

13. Pelaksanaan tugas sesuai SOP.

8. PANITERA MUDA PERDATA
a. Penyelesaian Perkara.

1. Menerima dan mendaftarkan gugatan dan permohonan dengan
cara : memeriksa berkas permohonan, gugatan, permohonan
eksekusi, surat

2. kuasa, kartu advokat jika pakai kuasa dengan menggunakan
check list (daftar periksa) serta mengembalikan berkas yang
belum lengkap dengan dilampiri daftar periksa dan Menghitung
panjar/biaya perkara dalam SKUM dan diserahkan kepada pihak
untuk dibayar ke Bank , SKUM dibuat rangkap 3 yaitu: lembar

pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir dan lembar
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ketiga dilampirkan dalam gugatan/permohona

membukukan uang panjar perkara dalam buku ju
kerja.

3. Registrasi perkara gugatan/permohonan paling lambat 2 hari.

4. Menyerahkan berkas perkara kepada KPN melalui Panitera
untuk ditetapkan Majelis hakim 2 hari kerja.

5. Mencatat perkembangan persidangan setelah menerima laporan
dari Panitera Pengganti, pada hari itu juga.

6. Menerima laporan perkara yang putus dan menutup jurnal

perkara tersebut hari itu juga.

b. Proses Banding.

1. Permohonan banding dapat diajukan 14 hari kerja sejak putusan
diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak. Bila lewat
waktunya permohonan tetap diterima namun dicatat oleh
Panitera bahwa Permohonan Banding telah lampau.

2. Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanpa
menunggu memori banding 7 hari kerja.

3. Minutasi perkara banding diselesaikan dan diserahkan oleh
Panitera Pengganti 20 hari, dan salinan putusan sudah siap 7
hari sejak putusan diucapkan.

4. Para pihak diberi kesempatan memeriksa berkas (Inzage) paling
lama 14 hari.

5. Pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan
banding tanpa menunggu memori banding kecuali ada
pemberitahuan delegasi yang belum kembali, paling lama 30
hari.

6. Memori banding diberitahukan kepada Termohon banding

dalam waktu 2 hari setelah memori banding diterima.
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7. Jika permohonan banding dicabut sedangkar

8. Akte pencabutan banding yang ditandatangani Panitera da

0

dikirim ke Pengadilan Tinggi, maka pencabutan ter

diberitahukan ke Pengadilan Tinggi dan terbanding hari it0

diketahui KPN diselesaikan hari itu juga.

9. Bila memori banding yang diterima setelah berkas dikirim, maka

Pengadilan Negeri mengirim ke Pengadilan Tinggi disertai relaas

pemberitahuannya.

10.Putusan banding diberitahukan kepada pihak-pihak setelah

11

C.

1.

putusan diterima paling lama 3 hari.

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi sejak

pernyataan banding paling lama 45 hari.

Proses Kasasi.

Kasasi dapat diajukan setelah putusan banding diberitahukan
dalam tenggang waktu 14 hari. Pemberitahuan pernyataan
kasasi diberitahukan kepada Termohon kasasi paling lama 2
hari.

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi setelah
permohonan kasasi dalam tenggang waktu 14 hari.

Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon kasasi
dalam waktu 2 hari kerja.

Kontra memori kasasi dapat diberikan setelah termohon kasasi
menerima memori kasasi dalam waktu 14 hari.

Bila permohonan kasasi dan memori kasasi tidak diajukan atau
terlambat (14 hari setelah permohonan kasasi diajukan) maka
Panitera membuat surat keterangan permohonan tidak
memenuhi syarat dan KPN membuat Penetapan paling lambat 2
hari serta berkas tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung (Pasal
45 A UU No. 5 tahun 2004).
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6. Jika kasasi dicabut, maka akte pencabutan kase

hari itu juga yang ditandatangani oleh Panitera da
KPN serta diberitahukan kepada Termohon kasasi.
7. Waktu inzage selama 14 hari.
8. Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung selama 30 hari sejak
pernyataan kasasi diterima paling lama 60 hari.
9. Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak paling lama 3
hari.
10. Putusan kasasi dicatat dalam register kasasi dan register induk
perkara perdata.
11. Putusan kasasi diberitahukan kepada pihak-pihak dalam waktu
4 hari setelah berkas diterima dari Mahkamah Agung.

d. Proses Peninjauan Kembali (PK].

1. Penerimaan dan pencatatan dalam register Peninjauan kembali
(PK) 1 hari kerja.

2. Pernyataan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan sejak
putusan diberitahukan atau sejak adanya novum dalam tenggang
waktu 180 hari.

3. Pemberitahuan PK kepada Termohon PK dalam waktu 5 hari.

4. Jawaban atas alasan PK dari Termohon Kasasi dalam waktu 30
hari.

5. Bukti berupa Novum harus sudah diserahkan kepada Ketua
Pengadilan Negeri selanjutnya ditetapkan Hakim untuk
melakukan penyumpahan terhadap hari dan tanggal
ditemukannya bukti baru tersebut dalam waktu 2 hari.

6. Hakim menetapkan hari penyumpahan dalam waktu 7 hari.

7. Menerima berkas dan berita acara penyumpahan dari hakim 2
hari.

8. Berkas Peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung
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9. Putusan Peninjauan Kembali harus diberitahuka

setelah putusan diterima paling lama 3 hari.
10. Putusan PK dicatat dalam Register PK dan Register
Perdata.

e. Delegasi.
1. Permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan ke Pengadilan
Negeri lain /Delegasi diselesaikan paling lama 3 hari.
2. Penyelesaian permintaan bantuan delegasi paling lama 3 hari
kerja.
3. Pengiriman kembali relaas kepada pemohon dalam delegasi 1

hari kerja setelah dilaksanakan.

f. Penyitaan.

1. Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya
(SKUM) setelah menerima Penetapan sita jaminan dari Majelis
Hakim, pada hari itu juga paling lambat 2 hari.

2. Menunjuk jurusita hari itu juga selambat-lambat 2 hari kerja dan

mencatat dalam register penyitaan.

g. Eksekusi.
1. Proses aanmaning.

a. Menyerahkan permohonan eksekusi kepada KPN dan pada
hari itu juga didisposisi.

b. Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar (SKUM)
permohonan eksekusi setelah disposisi KPN dan mencatat
dalam register 1 hari.

c. Mempersiapkan penetapan setelah membayar SKUM 2 hari.

d. Menyerahkan berkas aanmaning/peneguran oleh bagian
eksekusi kepada KPN untuk ditetapkan tanggal peneguran
(pada hari itu juga/paling lama 2 hari kerja)
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e. Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning d

hari kerja untuk wilayah hukum PN ybs.
2. Proses eksekusi pembayaran sejumpah uang, e
riil/pengosongan, eksekusi lelang:

a. Meneliti  kelengkapan berkas permohonan eksekusi
pembayaran sejumlah uang, eksekusi pengosongan (riil) dan
eksekusi lelang serta menghitung panjar (SKUM) setelah
menerima disposisi KPN dan mencatat dalam register 2 hari.

b. Mempersiapkan Penetapan untuk ditandatangani KPN untuk:
Eksekusi pembayaran sejumlah wuang dan eksekusi
riil/pengosongan, eksekusi lelang diselesaikan 2 hari kerja,
oleh bagian eksekusi.

c. Mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang ke
Kantor lelang setelah penetapan ditandatangani paling lama 2
hari.

3. Laporan Perdata:

- Membuat dan menyerahkan laporan kepada Panitera Muda
Hukum, untuk laporan bulanan, laporan empat bulanan,
laporan enam bulanan paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 5

Januari.

9. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
1. Perencanaan anggaran
a. Membuat Berita acara Rekonsiliasi: 2 hari kerja setiap awal
bulan.
b. Membuat surat keluar/jawaban diselesaikan selama 1 hari;
c. Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisikan KPN dan
Panitera, diselesaikan 1 hari kerja sejak diterima.
d. Membuat rekapitulasi gaji pegawai yang disampaikan ke Bank

1 hari kerja setelah SP2D diterima dari KPPN, 2 hari kerja.
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2. Pelaksanaan anggaran.
a. Gaji Induk
1.

Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi g4
menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan berkala,
pangkat, tunjangan istri/anak dan SK mutasi) diselesaikan

selama 2 hari setiap awal bulan.

. Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP)

diselesaikan selama 1 hari kerja.

. Koreksi daftar gaji dan kelengkapan diselesaikan 1 hari

kerja.
Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh

Kuasa Pengguna anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja.

. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat

Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh pejabat
penandatangan SPM diselesaikan 1 hari kerja.

Mengantar SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

b. Gaji susulan/kekurangan gaji/beras

1.

Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan aplikasi
gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan
berkala, SK kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK

Mutasi) diselesaikan 2 hari kerja.

. Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP)

diselesaikan selama 1 hari kerja;

. Mengkoreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya

diselesaikan 1 hari kerja.
Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh

Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan 2 hari kerja.
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5. Membuat SPM dan Surat Setoran

ditandatangani oleh  Pejabat Penandatang
diselesaikan selama 1 hari.

6. Mengantar SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaad
Negara (KPPN) diselesaikan selama 1 hari kerja paling
lambat tanggal 10 setiap bulannya.

c. Uang makan

1. Membuat dan mengkoreksi daftar nominative uang makan
setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian
kepegawaian, organisasi dan tata laksana pada tanggal 5
setiap bulannya, diselesaikan selama 2 hari kerja.

2. Membuat Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
diselesaikan selama 1 hari.

3. Membuat SPM dan SSP diselesaikan selama 1 hari kerja.

4. Penandatanganan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja.

5. Mengantar SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara diselesaikan selama 2 hari.

d. Uang Lembur.

1. Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna anggaran (KPA) diselesaikan 1 hari kerja.

2. Membuat daftar absen lembur diselesaikan 2 hari kerja;

3. Penandatangan oleh penerima/yang diperintah lembur dan
disetujui kuasa pengguna anggaran diselesaikan 1 hari.

4. Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan surat
pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) diselesaikan
selama 1 hari kerja.

5. Penerbitan SPM dan SSP diselesaikan 1 hari kerja.

6. Penandatanganan SPM diselesaikan 1 hari kerja.

¢C0C HV1ldV




LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

¢

7.

. Gaji ke -13 (tiga belas).
1.

0

Mengantar surat ke Kantor pelayanan

Negara (KPPN) diselesaikan selama 2 hari.

Membuat daftar gaji ke - 13 setelah ada Surat Edaran
Menteri Keuangan melalui KPKN diselesaikan selama 2 hari

kerja.

. Membuat faktur pajak/SSP diselesaikan selama 1 hari kerja.

3. Mengkoreksi daftar gaji ke 13, diselesaikan selama 1 hari;

Mengajukan daftar gaji ke -13 dan kelengkapannya dan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk
ditandatangani Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1

hari kerja.

. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan SSP, 1 hari

kerja.

Penandatanganan SPM dan SSP, 1 hari kerja.

. Mengantar SPM ke Kantor KPPN diselesaikan selama 2 hari

kerja.

. Rapel gaji dan Beras.
1.

Membuat daftar rapel gaji dan beras mengacu pada daftar
gaji dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri
Keuangan melalui Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN)

diselesaikan selama 3 hari kerja.

. Membuat faktur pajak/SSP diselesaikan selama 1 hari kerja.
. Mengkoreksi daftar gaji dan beras serta kelengkapannya

diselesaikan 1 hari kerja.
Pengajuan daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya
untuk ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran, 1 hari

kerja.

. Membuat dan menandatangani SPM dan SSP, diselesaikan 1

hari kerja.
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. Renumerasi dan Pertanggung jawabannya

"
6. Mengantar SPM ke Kantor Perbenda

diselesaikan 2 hari kerja.

1. Membuat daftar nominative remunerasi Pengadilan Negeri
berdasarkan rekapitulasi absen dari sub bagian
kepegawaian, organisasi dan tata laksana dilaksanakan
setelah ada Surat Perintah dari Pengadilan Tinggi Padang,
diselesaikan selama 2 hari.

2. Mengkoreksi daftar nominative oleh bendahara pengeluaran
dan kepala sub bagian keuangan diselesaikan 1 hari kerja.

3. Membuat dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan
renumerasi, diselesaikan 1 hari kerja.

4. Penandatanganan rekapitulasi permintaan renumerasi oleh
KPN dan Kuasa Pengguna anggaran diselesaikan selama 1
hari kerja.

5. Setiap orang harus menandatangani daftar nominative yang
menerima renumerasi, diselesaikan 2 hari kerja.

6. Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan
renumerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Padang

diselesaikan 2 hari kerja.

. Pengajuan uang persediaan

1. Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai
pertanggungjawaban kas dibendahara pengeluaran tahun
lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP)
diselesaikan selama 2 hari kerja.

2. Mengantar SPM ke KPPN diselesaikan 2 hari kerja.
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i. Tambahan Uang Persediaan (TUP).

1. Pembuatan surat permohonan permintaan TamB
Persediaan (TUP) ke Kantor KPPN yang bersifat me
untuk menunjang uang persediaan yang tidak cukup
dilaksanakan sesuai kebutuhan diselesaikan selama 2 hari
kerja.

2. Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan diselesaikan 1
hari kerja.

3. Mengantar SPM Tambahan Uang Persediaan ke Kantor KPPN

diselesaikan 2 hari kerja.

j- Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
1. Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan
kelengkapannya diselesaikan 2 hari kerja.
2. Mengantar SPM ke kantor KPPN diselesaikan selama 2 hari

kerja.

k. Pengajuan SPM Langsung (LS).
1. Membuat SPM langsung (LS) dan kelengkapannya
diselesaikan 2 hari kerja.

2. Mengantar SPM ke kantor KPPN diselesaikan 2 hari kerja.

. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1. Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) pada bank Persepsi,
dilaksanakan setiap hari Jumat, jika Jumat Libur,
dilaksanakan hari sebelumnya.

2. Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk
ditandatangani oleh Panitera/sekretaris pada setiap hari
Senin.

3. Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke
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3. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan.

a. Pelaporan bulanan System Akuntansi Penggund
(SAKPA):

1.

0

Melaporkan/memasukkan data ke aplikasi setela
menerima bukti setoran dari bendahara pengeluaran dan
bendahara penerimaan sesuai format dari KPPN,

diselesaiakan 2 hari kerja.

. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam

aplikasi SAKPA setelah SPM disetujui oleh KPN, 1 hari kerja.

. Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja

sebulan antara Satker dan KPPN, diselesaikan 2 hari.

Membuat laporan ke Korwil dan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) setelah menerima laporan
SIMAK barang milik Negara (BMN) dari sub bagian umum
dan keuangan paling lambat tanggal 3 setiap bulannya,

diselesaikan selama 2 hari kerja.

. Mengantar laporan keuangan ke Korwil, Biro Keuangan MA,

Badan Administrasi MA, dan Badan Pengawasan MA paling
lambat tanggal 10 setiap bulannya, diselesaikan selama 1

hari kerja.

b. Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan.

1.

Laporan realisasi belanjra pertriwulan berupa: pembuatan
laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan
diantar ke Biro Keuangan MA, Badan Urusan Administrasi
MA, dan Badan Pengawasan MA, diselesaikan selama 2 hari

kerja.

. Laporan PP 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) per triwulan

berupa:
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- Melakukan input data aplikasi PP 39 Tahun

untuk Pengadilan Negeri dan Penandatanganan O
Pembuat Komitmen (P2K) diselesaikan selama 1 hari K
- Mengantar laporan aplikasi PP 39 Tahun 2006 ke Korw
diselesaikan selama 1 hari kerja.
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Pembuatan LAKIP dilaksanakan setiap akhir tahun.

- Pengiriman ke Pengadilan Tinggi selama 1 hari kerja.

c. Pelaporan Keuangan Setiap semester/tahunan.

1. Menerima data dari SIMAK BMN untuk ditransfer ke
program SAKPA, 1 hari kerja.

2. Pembuatan laporan realisasi belanja maupun realisasi
penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) persemester baik
melalui SAKPA dan manual, selama 2 hari.

3. Pembuatan laporan Keuangan (LK) per semester hasil
realisasi belanja selama 6 bulan baik SAKPA maupun manual
diantar ke korwil dan MA diselesaikan 7 hari kerja.

4. Pembuatan laporan realisasi belanja maupun realisasi PNBP
Tahunan baik melalui SAKPA maupun manual, diselesaikan
2 hari kerja.

5. Pembuatan laporan keuangan (LK) hasil realisasi belanja
sela 1 tahun baik SAKPA maupun manual diantar ke Korwil

dan MA diselesaikan 7 hari kerja.

4. Penata Usahaan dan Pengawasan Anggaran.
a. Buku Kas Umum
1. Buku kas umum pada awal tahun diberi penomoran setiap
lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran

diselesaikan selama 1 hari.
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2. Buku Kas Umum ditutup setiap bulanny

tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, diselesa
1 hari.
b. Buku Pembantu.

1. Buku Pembantu Kas Tunai dibukukan pada setiap transaksi
dan ditutup setiap bulan diselesaikan selama 1 hari kerja.

2. Buku Pembantu Bank dibukukan pada setiap ada transaksi
yang ada direkening giro diselesaikan selama 1 hari kerja.

3. Buku pembantu pajak dibukukan pada @ setiap
transaksi/pembayaran surat setoran pajak, diselesaikan
selama 1 hari kerja.

4. Kuasa Pengguna anggaran melakukan pemeriksaan
terhadap buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu

bank dan buku pembantu pajak, selama 3 bulan sekali.

5. Administrasi Tata Persuratan
a. Surat masuk
- Menerima surat-surat masuk baik surat-surat yang
berhubungan dengan perkara, maupun surat-surat
kedinasan lainnya.
b. Pengelolaan surat masuk
1. Mensortir/klasifikasi surat-surat masuk dan
mengagendakan dalam agenda surat masuk maupun surat
keluar, memberi nomor, lembar disposisi kemudian
diserahkan kepada KPN untuk didisposisi, selanjutnya dari
KPN diberikan kepada Panitera untuk diteruskan kepada
bagian masing-masing.
2. Surat masuk mengenai izin penyitaan, penggeledahan
didisposisi oleh WKPN.

3. Surat masuk yang mengenai perkara dari Panitera
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kesekretariataan diserahkan kepada

diteruskan kepada Kasubag.

4. Surat masuk yang sudah didisposisikan oleh P3
maupun Sekretaris diberikan kepada bagian umum da
keuangan untuk dibagikan kemasing-masing bagian sesuai
dengan disposisi.

5. Surat yang memerlukan tanggapan/jawaban harus sudah
dijawab oleh bagian masing-masing paling lama 3 hari.

c. Pengelolaan surat keluar.

1. Mengagenda surat keluar memberi nomor sesuai kode surat
diberi tanggal dan satu lembar ditinggal pada bagian umum
dan keuangan sebagai arsip, 1 hari kerja.

2. Mengirim surat keluar dengan ditandai tanda terima atau
ekspedisi pada kantor pos setiap hari, dan surat penting
dikirim melalui kurir.

3. Pengiriman surat ke Pengadilan Tinggi masalah
perpanjangan penahanan dikirim melalui faximili, dan

aslinya dikirim melalui pos 2 hari kerja.

6. Administrasi Perlengkapan

a. Mencatat asset/barang milik Negara setelah ada
penyerahan/laporan KPA kedalam aplikasi BMN paling lambat
7 hari.

b. Pencatatan barang-barang (ATK) diselesaikan 2 hari kerja.

c. Pemberian nomor urut Pendaftaran (NUP) BMN diselesaikan 2
hari.

d. Membuat Daftar Barang ruangan (DBR) yang berlaku selama 1
tahun 3 hari kerja.

e. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) diselesaikan 1 hari

kerja.
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f. Membuat Neraca (SIMAK BMN) dan dilapork

bulan ke sub bagian keuangan 3 hari kerja.

g. Melakukan rekonsiliasi data BMN di Neraca BMN d
Neraca SAKPA keuangan setiap bulan dengan bagian keuanga
2 hari kerja.

h. Membuat laporan Barang Milik Negara setiap semester ke
instansi terkait diselesaikan 7 hari.

i. Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL diselesaikan 3 hari kerja.

j.  Melakukan opname barang setiap triwulan diselesaikan 3 hari.

k. Mendaftar barang inventaris yang telah rusak dan sudah tidak
bisa dipakai lagi untuk diusulkan penghapusannya 14 hari.

. Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 dan roda 4
diselesaikan 2 hari kerja.

m. Memperbaiki dan merawat kendaraan operasional roda 2 dan
roda 4 sesuai kebutuhan.

n. Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik.

0. Perawatan AC dan komputer setiap 3 bulan sesuai kebutuhan.

p. Perbaikan dan perawatan meubelair sesuai dengan kebutuhan.

7. Administrasi Perencanaan.

a. Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja
KPN, WKPN, Hakim, Panitera/sekretaris, Kepaniteraan dan
kesekretariatan tahun yang akan datang selama 7 hari kerja.

b. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan
sarana dan prasarana diselesaikan 10 hari.

c. Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum

dan keuangan setiap awal tahun diselesaikan 7 hari.

8. Kerumah Tanggaan

a. Mengelola perpustakaan:
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1. Mencatat buku baru kedalam agenda,

penomoran menurut klasifikasi oleh petugas d
selama 1 hari;

2. Membuat catatan peminjaman buku pada hari itu juga;

3. Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku
satu minggu sekali.

4. Mendata penerimaan buku baru untuk dimasukkan ke

website setiap bulannya.

b. Perawatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung:

1. Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan
kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga.

2. Pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor setiap tiga
bulan oleh pihak ketiga.

3. Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap satu
tahun sekali.

4. Perawatan dan kebersihan taman dilakukan oleh petugas

taman serta dilakukan secara kerja bakti sebulan 2 kali.

¢. Keamanan

1. Menyusun uraian tugas (job description) satuan tugas
dengan staf sub bagian umum dan keuangan dan satuan
pengaman setiap akhir bulan 1 hari

2. Melakukan pertemuan untuk evaluasi pelaksanaan tugas
dengan staf sub bagian umum dan keuangan dan satuan
pengamanan setiap akhir bulan.

3. Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 jam
sekali setiap hari oleh petugas keamanan dan sub bagian
umum dan keuangan.

4. Melakukan kordinasi dengan aparatur keamanan terkait

(Polres, Polsek, Kodim) apabila diperlukan.
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5. Membuat jadwal piket penerima tamu karya

setiap bulan sekali diselesaikan dalam 1 hari kerja
6. Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket.
7. Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah ja
kerja, mematikan AC, listrik dan computer yang masih
menyala dan mengunci pintu dilaksanakan 2 jam oleh satuan
pengamanan.
8. Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan seperlunya.
9. Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang
melaksanakan kegiatan diluar jam kerja, diselesaikan sesuai

dengan keperluan.

d. Kebersihan
1. Menyusun uraian tugas (job description) petugas kebersihan
dan penanggung jawab kebersihan diselesaikan selama 1
hari.

2. Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan job discription.

e. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan
lingkungan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

10.SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PELAPORAN
a. Pelaksanaan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
1. Penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan
pagu definitive yang diterima Mahkamah Agung RI
berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja
Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
bersama DPR,, diselesaikan selama 3 hari kerja.

2. Pembuatan dan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu
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keunagan kementrian keuangan untuk

bersama-sama, diselesaikan selama 3 hari kerja.

3. Meneliti dan memeriksa kelengkapan revisi DIPA da
diselesaikan selama 45 Menit.

4. Memintakan tanda tangan surat permohonan usulan revisi
DIPA, SPTM dan kelengkapan lainya kepada KPA,
diselesaikan selama 30 Menit.

5. Memasukan surat permohan revisi DIPA atau POK ke
KANWIL Dirjen perbendaharaan, diselesaikan selama 2 Jam.

6. Mengarsipkan berkas Revisi DIPA dan POK yang sudah

disetujui, diselesaikan selama 10 Menit.

b. Pelaksanaan Rincian Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-
KL)

1. Menyusun usulan kegiatan awal tahun untuk kegiatan tahun
yang akan datang dalam bentuk RKA-KL, diselesaikan
selama 1 Hari kerja.

2. Penandatangan usulan kegiatan ke PT / MA, diselesaikan
selama 1 Hari kerja.

3. Pengiriman usulan kegiatan ke PT / MA, diselesaikan selama
1 Hari kerja.

4. Menerima dan menyusun hasil penelaahan RKA-KL dalam
bentuk pagu sementara dari PT / MA, diselesaikan selama 2
Hari kerja.

5. Menyiapkan data pendukung berupa (TOR) term of
refenrence Anggaran biaya , ADK serta data pendukung
lainnya, diselesaikan selama 2 Hari kerja.

6. Menelaah usulan rencana kerja dan anggaran kementrian
lembaga dengan Eselon 1, diselesaikan selama 2 Hari kerja.

7. Menelaah usulan rencana kerja dan anggaran kementrian
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8.
9.
10.

c. Revisi DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
1.

0

Pengesahan DIPA oleh Presiden, diselesaika
Penerimaan DIPA, diselesaikan selama 1 Hari kerfe

Pengarsipan DIPA, diselesaikan selama 10 Menit.

Membuat draft rencana revisi DIPA dan POK, diselesaikan

selama 1 Hari kerja.

. Membuat usulan Revisi DIPA atau POK, diselesaikan selama

2 Hari kerja.

. Meneliti dan memeriksa kelengkapan revisi DIPA dan POK,

diselesaikan selama 45 Menit.
Memintakan tanda tangan surat permohonan usulan revisi
DIPA, SPTM dan kelengkapan lainya kepada KPA,

diselesaikan selama 30 Menit.

. Memasukan surat permohan revisi DIPA atau POK ke

KANWIL Dirjen perbendaharaan, diselesaikan selama 2 Jam.
Mengarsipkan berkas Revisi DIPA dan POK yang sudah

disetujui, diselesaikan selama 10 Menit.

d. Penanganan Hardware Pengola Data yang Rusak

1.

Menginventarisir laporan permintaan perawatan dan

kerusakan alat pengola data,diselesaikan selama 60 Menit.

. Memeriksa  kondisi  alat pengolah  data  yang

dilaporkan,diselesaikan selama 60 Menit.

. Menerima hasil pemeriksaan laporan permintaan perawatan

dan kerusakan alat penegelola data, diselesaikan selama 60
Menit.
Memeritahkan perawatan dan perbaikan alat pengelola

data,diselesaikan selama 60 Menit.

. Menghubungi pihak ketika untuk merawat dan memperbaiki

alat pengola data yang rusak,diselesaikan selama 60 Menit.
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6. Mengawasi proses perawatan dan perbaike

data,diselesaikan selama 60 Menit.
7. Menerima laporan hasil pelakasanaan perawata
perbaikan alat pengolah data,diselesaikan selama 60 Menit.
8. Menyerahkan kembali barang yang telah selesai dilakukan

perawatan dan perbaikan,diselesaikan selama 60 Menit.

e. Pengisian Dan Pembaharuan Website

1. Menyiakan/ mengumpulkan sumber data/
laporan/informasi/ gambar/ audio / multimedia dari
kegiatan =~ maupun informasi lain yang  wajib
dipublikasi,diselesaikan selama 3 jam.

2. Merubah informasi /laporan/data/ laporan/ informasi/
gambar/ audio/ multimedia dari sumber informasi menjadi
dokumen elektronik yang standard an valid, diselesaikan
selama 1 jam.

3. Membuat konsep tulisan/ artikel/berita Kegiatan atau
laporan/data/infomasi maupun konten lain yang wajib
dipublikan dengan memperhatinkan etika penulisan dan
validitas data, diselesaikan selama 1 jam.

4. Memeriksa/mengkoreksi konsep content informasi sesuai
etika penulisan, etika pemberitaan, akurasi dan validitas
informasi, diselesaikan selama 30 Menit.

5. Menyampaikan konsep informasi yang akan dipublikasikan
kepada penanggung jawab informasi untuk informasi biasa/
rutin dank e ketua yang memerlukan perhatian khusus,
diselesaikan selama 30 Menit.

6. Melakukan entri data/update data content Managemement
systems (CMS) media online/ website dan menggungah

dokumen elektronik pendukungnya, diselesaikan selama 1
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f. Penanganan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
1.
2.

0

termasuk dokumen elektronik pendukung

selama 1 Jam.

Menginput data umum perkara, diselesaikan selama 6 hari.
Menginput penetapan Majelis Hakim Penitera pengganti dan
jurusita, diselesaikan selama 6 hari.

Menginput penetapan hari siding pertama, diselesaikan
selama 6 hari.

Menginput jadwal penundaan sidang, diselesaikan selama 6
hari.

Penginputan data penuntutan, diselesaikan selama 6 hari.
Menginput data biaya perkara, diselesaikan selama 6 hari.
Menginput data putusan akhir dan minutasi, diselesaikan
selama 6 hari.

Sinkronisasi dan maintence SIPP Localhost ke website,

diselesaikan selama 6 hari.

g. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP)

1.

Menerima Laporan dari setiap Bidang, diselesaikan selama 1
hari.

Membuat Konsep Laporan LKjIP, diselesaikan selama 1 hari.

Memeriksa dan menandatangani hasil laporan LKjIP,
diselesaikan selama 5 Jam.

Memeriksa dan menandatangani laporan LKjIP, diselesaikan
selama 2 Jam.

Pengiriman, diselesaikan selama 1 hari.

Arsip, diselesaikan selama 15 Menit.

¢C0C HV1ldV
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h. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan

1. Menerima Laporan dari setiap Bidang, diselesaika
hari.

2. Membuat Konsep Laporan Tahunan, diselesaikan selama
hari.

3. Memeriksa dan menandatangani hasil laporan Tahunan,
diselesaikan selama 5 Jam.

4. Memeriksa dan menandatangani laporan Tahunan,
diselesaikan selama 2 Jam.

5. Pengiriman, diselesaikan selama 1 hari.

6. Arsip, diselesaikan selama 15 Menit.

i. Pelaksanaan Perencanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1. Melakukan kegiatan pengecekan berkala atau menerima
permohonan pengajuan pemeliharaan peralatan dan mesin,
diselesaikan selama 1 hari.

2. Membuat rencana pemeliharaan peralatan dan mesin
berdasarkan jumlah unit inventaris dan pagu yang tersedia,
diselesaikan selama 1 hari.

3. mempelajari dan menyetujui sarana pemeliharaan,
diselesaikan selama 1 hari.

4. Menunjuk Pihak pemeliharaan yang melakukan kegiatan
pemeliharaan, diselesaikan selama 1 hari.

5. Menyampaikan peralatan /mesin kepada pihak pemelihara,
diselesaikan selama 1 hari.

6. Mengecek hasil pemeliharaan, diselesaikan selama 1 hari.

7. Melakukan pembayaran kepada pihak pemelihara,
diselesaikan selama 1 hari.

8. Menerima peralatan / mesin yang telah dipelihara/

diperbaiki, diselesaikan selama 1 hari.
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10. Mengarsipkan form pengajuan pemeliharaan

0

diselesaikan selama 1 hari.

selesai, diselesaikan selama 1 hari.

11.SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

a. Peningkatan pengelolaan data dan informasi Kepegawaian.

Mengelola surat dinas masuk/keluar yang telah didisposisikan

KPN dan Sekretaris, dengan cara:

1. Mengagendakan surat masuk pada buku surat masuk.

2. Membuat konsep, pengetikan dan koreksi terhadap surat-
surat yang memerlukan tindak lanjut, diselesaikan 1 jam.

3. Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh
KPN/Sekretaris baik melalui fax maupun melalui bagian
umum dan keuangan diselesaikan selama 2 jam.

4. Pengarsipan berkas;

b. Hak Cuti
1. Menerima Permohona Cuti 30 menit
2. Membuat surat izin cuti untuk ditandatangani oleh pejabat

pemberi izin cuti dengan waktu 2 jam ;

3. Meregister dalam buku register 20 menit

5.

Menyerahkan surat izin cuti yang telah ditandatangani
pejabat pemberi izin kepada pemohon 1 jam

Mengarsipkan suratizin cuti 30 menit;

c. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan/Bezetting/Daftar Senioritas

1.

2.
3.
4,

1.

Menyusun / menginvetarisasi daftar Hakim /pegawai selama
1 hari kerja ;

Membuat Data Duk/Bezetting/DUS selama 3 hari kerja;
Koreksi dan tanda tangan DUK/Bezetting/DUS selama 2 jam
Membuat Daftar papan DUK/DUS selama 5 hari;

d. Kenaikan Gaji Berkala

Menyusun daftar hakim/pegawai yang akan menerima
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kenaikan gaji berkala selama 1 hari kerja ;

2. Pembuatan Surat Kenaikan Gaji Berkala dan ditan€
oleh Ketua selama 2 jam ;

3. Menyerahkan SK Kenaikan Gaji Berkala ke bagian Umum
dan Keuangan dan kepada Hakim/Pegawai dengan waktu 2
jam;

4. Mengarsipkan SK Kenaikan Gaji Berkala dimasing odner dan
arsip bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana
dengan waktu 30 menit;

f. Kenaikan Pangkat

1. Menyusun hakim/pegawai yang akan naik pangkat dengan
waktu 1 hari kerja;

2. Menyusun bahan-bahan kenaikan pangkat atau
penggandaan dengan waktu 3 hari kerja;

3. Membuat surat pengantar usulan dan ditandatangani oleh
pimpinan dengan waktu 2 jam;

4. Menyusun bahan usulan untuk dikirim dengan waktu 1 hari
kerja;

5. Menyerahkan bahan usulan kebagian umum dan keuangan
untuk dikirim dengan waktu 1 jam;

6. Mengarsipan pertinggal bahan kenaikan pangkat di arsip
dengan waktu 1 jam;

g. Usulan Promosi Jabatan

1. Menerima Berita Acara Tim Baperjakat perihal pengusulan
promosi jabatan ;

2. Melengkapi bahan-bahan usulan promosi jabatan 2 hari
kerja;

3. Menyerahkan kepada pimpinan surat pengantar usulan
untuk ditandatangani dengan waktu 1 jam;

4. Menyerahkan ke bagian umum dan keuangan untuk dikirim
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5. Mengarsipkan usulan promosi di arsip denga

h. Usulan Pensiun ;
1. Menyusun bahan-bahan untuk usulan pensiun dengan
waktu 3 hari kerja;
2. Membuat surat pengantar usulan dan ditandatangani oleh
pimpinan dengan waktu 2 jam;
3. Menyusun bahan usulan pensiununtuk dikirim dengan
waktu 1 hari kerja;
4. Menyerahkan bahan usulan kebagian umum dan keuangan
untuk dikirim dengan waktu 1 jam;
5. Mengarsipan pertinggal bahan kenaikan pangkat di arsip
dengan waktu 1 jam;
i. Pembuatan Sasaran Kenerja Pegawai/DP3
1. Menerima SKP form 1 dari hakim dan karyawan
2. Membuat SKP penilain dengan waktu 5 hari kerja ;
3.  Membuat penilaian DP3 selama 5 hari kerja ;
4. Penandatanganan SKP dan DP3 selama 5 hari kerja ;
5. Pengarsipan dengan waktu 30 menit;
j. Pembuatan Surat Keputusan
1. Membuat Surat Keputusan/Penetapan yang diperlukan
oleh Ketua/Panitera/sekretaris dengan waktu 2 hari
kerja
2. Penandatanganan Surat Keputusan oleh
Ketua/Sekretaris dengan waktu 2 jam;
3. Menyerahkan Surat Keputusan kepada yang berkaitan
dengan Surat Keputusan tersebut dengan waktu 2 jam ;
4. Pengarsipan dengan waktu 30 menit;
k. Update/upload data dalam Aplikasi SIKEP ;
Mengupdate/upload data pada Aplikasi SIKEP apabilan ada
perubahan data pada ment SIKEP, dengan waktu 1 hari kerja ;
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. Pelantikan dan Serah terima Jabatan ;

1. Membuat Berita acara pelantikan/sertijab

2. Persiapan tempat pelantikan /setijab

3. Pelaksanaan pelantikan /sertijab

m. Mutasi Hakim dan Pegawai.

1. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat
Perintah Menduduki Jabatan, diselesaikan selama 1 hari
kerja.

2. Menyampaikan kepada yang bersangkutan, bendahara
dan memasukkan ke file, diselesaikan selama 2 hari
kerja.

n. Usul Tanda Penghargaan Satya Lencana.

1. Pengumpulan data untuk hakim dan pegawai yang telah
memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30
tahun, dilakukan setiap tahun, diselesaikan setiap awal
tahun.

2. Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya Lencana
yang telah ditandatangani KPN kepada Pengadilan
Tinggi diselesaikan selama 8 hari kerja.

0. Hukuman disiplin

1. Membuat laporan kepada KPN diselesaikan selama 1
hari kerja.

2. Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan
kepada tim pemeriksa diselesaikan selama 2 hari kerja.

3. Membuat dan mengirim surat pemanggilan diselesaikan
selama 3 hari kerja.

4. Pemeriksaan tim dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

5. Membuat laporan kepada KPN serta tindak lanjut sesuai

rekomendasi diselesaikan selama 2 hari kerja.
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12.PANITERA PENGGANTI

d.

0

Membuat penetapan hari sidang dan penetapan pe
hari).

Menyerahkan penetapan hari sidang dan penetapan penahana
kepada Panitera Muda pidana untuk diserahkan kepada JPU (3
hari).

Mencatat seluruh kejadian dalam persidangan yang berhubungan
dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang
keterangan saksi, terdakwa dan catatan khusus yang dianggap
penting.

Menyelesaikan berita acara sidang pada hari sidang berikutnya
atau setelah sidang terakhir (7 hari).

Melaporkan tentang tanggal penundaan sidang baik perdata
maupun pidana dan alasannya kepada kepaniteraan pidana atau
kepaniteraan perdata (hari itu juga).

Melaporkan tanggal dan amar putusan yang sudah ditandatangani
Majelis kepada Panitera Muda Pidana dan perdata serta wajib
meneliti intisari putusan agar sesuai dengan aslinya (hari itu
juga).

Menyelesaikan minutasi dan pemberkasan (14 hari) sejak
putusan diucapkan, bila terlambat menyerahkan minutasi, maka
Panitera Pengganti wajib melaporkan kepada Panitera beserta
alasannya.

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada
Panitera Muda Pidana 7 hari kerja setelah permohonan banding
diajukan, dan inzage 7 hari kerja.

Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas beserta putusannya
diserahkan ke Panitera Muda Pidana dalam waktu 14 hari setelah
permohonan kasasi diajukan.

Menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat

kepada Panitera Muda Pidana, 4 hari sejak sidang terakhir.
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k.

0

Menyerahkan salinan petikan putusan kepad3d
Pidana pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya.
Melaporkan kepada Majelis hakim dan Kepaniteraan
tentang mediasi gagal atau berhasil, 1 hari kerja.
Meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan
diucapkan, dan selanjutnya setelah putusan wajib melaporkan
kepada kasir hari itu juga.

Minutasi perkara banding diselesaikan dan diserahkan oleh
Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata paling lama 20
hari, dan salinan putusan sudah siap 7 hari sejak putusan

dibacakan.

13.JURUSITA PENGGANTI

d.

Melaporkan kepada Panitera tentang pelaksanaan tugas dengan
memperlihatkan relaas panggilan.

Panggilan ke Luar Negeri dialamatkan ke Ditjen Protokoler
Departemen Luar Negeri.

Panggilan terhadap Tergugat yang tidak diketahui alamatnya,
kecuali perceraian dilakukan melalui Walikota/Bupati, tenggang
waktu panggilan selama 1 bulan.

Wajib menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera Pengganti 1
hari sebelum hari sidang.

Pemberitahuan putusan banding setelah diterima wajib
dilaksanakan paling lama 3 hari kerja.

Memberitahukan putusan kasasi harus dilaksanakan paling lama
5 hari kerja.

Melaporkan kembali relaas pemberitahuan putusan kasasi
tersebut kepada Panitera Muda Perdata, hari itu juga atau hari

berikutnya.

. Pemberitahuan PK kepada Termohon PK dalam waktu 5 hari.
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Putusan Peninjauan Kembali harus diberitahuka
setelah putusan diterima paling lama 3 hari.
Permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan ke Penge
Negeri lain /Delegasi diselesaikan paling lama 3 hari.
Pengiriman kembali relaas kepada pemohon delegasi 1 hari kerja
setelah dilaksanakan.

Meletakkan sita jaminan setelah menerima berkas dari

Kepaniteraan Perdata paling lama 2 hari.

. Mendaftarkan salinan berita acara sita ke kantor Pertanahan pada

hari itu juga selambat-lambatnya 2 hari kerja.

. Melaksanakan penyitaan atas delegasi Pengadilan lain paling lama

7 hari.
Menyerahkan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata

setelah sita jaminan dilaksanakan paling lama 1 hari kerja.

. Melaksanakan pemanggilan kepada Termohon eksekusi pada hari

itu juga, paling lama 3 hari sebelum tanggal peneguran.

. Melaksanakan sita eksekusi pembayaran sejumlah uang paling

lama 3 hari.
Menyerahkan berita acara sita eksekusi kepada bagian eksekusi
setelah eksekusi dilaksanakan atau paling lama satu hari setelah

eksekusi.
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BAB II

KEADAAN PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

A. Keadaan Perkara
Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar pads
tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Berikut ini uraian keadaan perkara di Pengadilan Negeri Batusangkar pada
tahun 2022.
Matrik Keadaan Perkara Tahun 2022

Perdata
Gugatan 14 27 26 2 13
Gugatan - 9 9
Sederhana
Permohonan - 23 23
Perlawanan - 2 1 - 1
14 61 59 2 14
Pidana r
Pidana Biasa 7 115 97 5 20 v
Pidana Singkat
Pidana Cepat - 8 8 4
Lalu Lintas - 2645 2645 >
Praperadilan - 2 2
Perikanan I
Tipikor
Pidana Anak - 9 9 N
7 2779 2761 5 20 o
N
N



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI BATUSANGI-(AOR
<

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Perkara Yang diputus
Rekapitulasi sisa perkara pada tahun 2021 yang berhasil diput
tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Batusangkar adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Sisa Perkara yang diputus
- Perdata

Gugatan 14 14
Gugatan Sederhana
Permohonan

Perlawanan/Derden
Verzet
14 14

Pidana

Pidana Biasa 7 7
Pidana Singkat - -
Pidana Cepat - -
Lalu Lintas - -
Praperadilan - -
Perikanan - -
Tipikor - -
Pidana Anak - -

2. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum
Banding,Kasasi dan PK.
ekapitulasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi,

jauan kembali dan grasi pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri

¢Cc0C HV1ldV
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Tabel Keadaan Perkara Banding

Perdata

Klasifikasi Jumlah Putus Banding Tidak Banding
Tahun 2022

I\
0
Gugatan 28 16 12
Gugatan Sederhana 9 - 9
Permohonan 23 - 23
“. Perlawanan/Derden 1 - 1
Verzet

Total 61 16 45
Pidana

I\ Klasifikasi Jumlah Putus Banding Tidak Banding
0 Tahun 2022
Pidana Biasa 102 15 87
Pidana Singkat - - -
Pidana Cepat 8 - 8
Lalu Lintas 2645 - 2645
Praperadilan 2 - 2
n Perikanan - - -
Tipikor - - -
a Pidana Anak 9 2 7

Total 2766 17 2749

Tabel Keadaan Perkara Kasasi
Perdata

Klasifikasi Jumlah Mengajukan Tidak
Putusan Kasasi Mengajukan
Banding Kasasi

Gugatan

Gugatan Sederhana

Permohonan - - -
-~ Perlawanan/ 1 - 1
Derden Verzet

Total 16 15 1

¢Cc0C HV1dV
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Pidana

Klasifikasi Jumlah Mengajukan Tidak
Putusan Kasasi Mengajukan
Banding Kasasi
Pidana Biasa 16 7 9

Pidana Singkat - - -

Pidana Cepat - - -
Lalu Lintas - - -
Praperadilan - - -
n Perikanan - - -

~ Tipikor - - -
a Pidana Anak 2 - 2
Total 18 7 11

Tabel Keadaan Perkara Peninjauan Kembali ( PK)

Perdata
No Klasifikasi Jumlah Putusan Mengajukan PK

Tidak
Mengajukan PK

Banding  Kasa Banding Kasa Tkl Banding  Kasa

si si si

Gugatan 28 15 5 - - 1 28 18 4

/. | Gugatan 9 - - - - - 9 - -
Sederhana

Permohonan 23 - - - - - 23 - -

< | Perlawanan/ 1 1 - - - - 1 - -
Derden Verzet

Pidana

Klasifikasi Putusan Mengajukan PK Tidak Mengajukan
PK

Banding  Kasa Banding  Kasa Banding  Kasa

si si si

PldanaBlasa 102 16 10 2 - - 100 16 10

Pidana Singkat - - - - - = = - -
Pidana Cepat 8 - - - - = 8 - -
Lalu Lintas 2645 - _ _ _ . 2645 _ _
ﬂ Praperadilan 2 - - - = = 2 - -
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Perikanan
Tipikor
Pidana Anak 9 2 - - - - 9 2
27 18 10 2 - - 27 18
66 64

3. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi
Rekapitulasi perkara perdata yang dilakukan mediasi dan kemudian berhasil
menjadi akta perdamaian pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri

Batusangkar adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi

Gugatan 27 1 26
Gugatan Sederhana 9 -
Perlawanan/Derden 2 - 2
Verzet

38 1 37

4. Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui Diversi
Rekapitulasi perkara pidana anak yang dilakukan berhasil menjadi diversi
pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Batusangkar adalah sebagai
berikut:

Tabel Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diversi
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C. Akreditasi Penjaminan Mutu

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jendral Peradilan U
1939/DJU/SK/0T01.1/9/2015, untuk melakukan penilaian dan penja
mutu pada pengadilan dan pengadilan Tinggi maka setiap Pengadilan Nege
dituntut untuk melakukan proses akreditasi yaitu proses untuk memperoleh
pengakuan terakditasi dari tim TAPM Badilum yang mencakup penerapan
sistem akreditasi penjaminan mutu seluruh aktifitas manajeman,
pengelolahan sumber daya, proses utama untuk menyelenggarakan
peradilan dalam rangka mencapai terwujudnya performa/kinerja Peradilan
Indonesia yang Unggul prima (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE).
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Batusangkar berhasil memperoleh
Akreditasi dari Dirjen Badilum dengan SK Nomor:
61/DJU/SK/0T.01/4 /2022 dengan predikat Terakreditasi A (excellent),
keberhasilan memperoleh akreditasi ini merupakan komitmen dari seluruh
keluarga besar Pengadilan Negeri Batusangkar untuk meningkatkan layanan
yang prima dan terbaik serta bentuk nyata dari perubahan yang ada pada

Pengadilan Negeri Batusangkar.

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum

Nomor: TAPM. 167/ QMR / SERTIFIKAT / 11 /2017

D kods
Satuan Kera  Pengadilan Negeri Bata Sanghar Kelas 1
Alumst Lk N g No 1t S, Sumie Bt

Tk« A" (Excellont)
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum i1
 kembali b

¥
{
4
{
i
{
|
]
i
L
Ly
{
i
'

SERTIFIKAT AKREDITASI

¢Cc0C HV.1ldV

52



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI BATUSANGI-(AOR
¢
1. Posbakum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 20

Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum 3
jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma
cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum
adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi
hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari
Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa
advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang
disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal
27). Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa,
mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan
hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang
bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan
Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara
sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam
hukum.

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum
dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara
Indonesia.

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum
yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian

informasi, konsultasi, dan saran serta penyediaan Advokat pendamping
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hukumnya. Sejak tahun 2018 Pengadian Negeri Ba

menjalankan amanat undang dengan telah menyediakan p®
hukum yang dengan ruangan yang representatif dengan seorang ad
piket yang setiap hari ada pada pos bantuan hukum sehingga pemberia
bantuan hukum kepada masyarakat tertentu yang tidak sanggup
membayar jasa advokat bisa berjalan dengan baik, dengan jumlah
mayarakat yang berhasil dilayani pada pos bantuan hukum yakni

sebanyak 108 orang sepanjang tahun 2022

- Realisasi Anggaran Posbakum tahun 2022

Realisasi Capaian

1. Rp. 24.000.000 Rp. 24.000000 100 %

2. Pelayanan Terpadu
Pelayanan satu pintu dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi dengan
mengedepankan sistem pelayanan yang cepat, sederhana, oleh petugas yang
berkompeten, transparan dan profesional, sehingga para penggunan jasa
pengadilan dapat terlayani dengan baik sesuai asas peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga para pengguna jasa pengadilan
dapat menikmati pelayanan dengan lebih nyaman, dan menjamin kepastian
waktu penyelesaian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan bagi
para penggunan jasa pelayanan pengadilan. Pengadilan Negeri Batusangkar
sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 telah melaksanakan pelayanan terpadu
satu pintu yakni dengan penerapan sistem loket terpadu, yakni loket bagian
perdata, loket pidana dan loket bagian hukum, dan loket bagian umum

sehingga pada pencari keadilan dan manyarakat yang membutuhkan

informasi bisa langsung menuju ke loket pelayanan, sehingga dengan adanya
penerapan sistem loket ini bisa meningkatkan layanan Pengadilan Negeri

atusangkar.
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3. Perkara Prodeo
Perkara Prodeo di atur dalam SK Dirjen Badilu
52/DJU/SK/HK.006/5/2014 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaks
Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedomd
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
Perkara Prodeo adalah perkara perdata yang dibebaskan dari biaya perkara
yang dibebani kedalam anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Batusangkar
tahun 2022. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Batusangkar tidak ada
menerima perkara prodeo artinya realisasi 0% dari target yang telah

ditentukan.
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SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Manusia

- Sumber Daya Manusia meliputi Hakim dan Pegawai pada Pengadil
Negeri Batusangkar pada tahun 2022 berjumlah 34 orang, dengan
jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebanyak 17 orang dan
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial sebanyak 10 orang, dan
10 orang Tenaga Kontrak. Rincian Sumber Daya Manusia Teknis
Yudisial dan Non Teknis Yudisial dapat dilihat pada tabel berikut :

Pangkat / Gol Jabatan Pendidikan

Hanifzar,S.H.M.H Pembina Tk -
Nip. 197809282001121001 IV/b
Erwin Radon Ardiyanto, S.H., MH Hakim Pratama Hakim S2
NIP. 199103242017121002 Muda - I1I/b
Kembang Ramadhani Hakim Pratama Hakim S2
Kurnia Abidin, S,H., MH Muda - III/b
NIP. 199502022017122003
Dandi Septian, S,H., MH Hakim Pratama Hakim S2
NIP. 199509082017121003 Muda- I1I/b
Hari Rahmat, S.H Hakim Pratama Hakim S1
NIP. 199202202017121002 Muda - III /b
Yuni Putri Prawini, S,H Hakim Pratama Hakim S1 ﬁ
NIP. 199308202017122002 Muda - I1I/b
Apri Yeni Asni Bawamenewi, Hakim Pratama Hakim S1 >
SH Muda - I1I/b
NIP. 199504242017122001
Aliludin, SH Penata Tk. 1 - Panitera S1 v
NIP. 196803121991031006 [11/d
Afrizal Darnis, S.H Penata Tk. 1 - Sekretaris S1 4
NIP. 196904051994.031006 [11/d
Busti Indra, S.H Penata Tk. 1 - Panitera S1 >
NIP. 196308191990121001 I11/d Muda Hukum
Yustika Rini Penata - III/c Panitera SLTA I
NIP.197008121990032002 Muda Perdata
Syahrial Sadar, S.H Penata Tk. I - Panitera S1
NIP.197312311993031008 I1/d Muda Pidana N
Deny Martin, S.H Penata - Ill/c Kasubbag S1
NIP. 198109242006041018 Umum &

Keuangan o
Khairuddin Penata - IlI/c Kasubbag SLTA
NIP. 197211291993031004 Kepegawaian N

Ortala

Zakki Mubarak, Skom Penata Muda Kasubbag S1 N
NIP. 198605162015031001 Tk.I-1I1/b PTIP
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Yon Fidaraini
NIP. 196402031985031002

Penata - Ill/c

Panitera
Pengganti

Elfirina Penata - IlI/c Panitera SLTA
NIP. 196302271987032001 Pengganti
Eliza Fitria, S.H Penata - Ill/c Panitera S1
NIP. 199004192012122002 pengganti
Vanisa Afriona, S.Psi Penata Muda - Analis SDM S1
NIP. 199604172019032008 [1l/a Aparatur
Lince, R. Sitohang Penata Muda - CPNS - S1
NIP. 198609222020122003 [1l/a Pranata
Komputer
Titik Haryanti, AMd Pengatur - 1l /c CPNS - D3
NIP. 199304052020122008 Arsiparis
Whendy Azwar Pengatur Muda Jurusita SLTA
NIP. 197608072014081001 Tk.I-1I/b Pengganti
Syahril Pengatur Muda Jurusita SLTA
NIP. 196903142014081001 Tk.I-1I/b Pengganti
Ridho I[Tham, S.H Penata Muda- Analis S1
NIP. 198811052022031001 [1I/a (CPNS) Perkara
Peradilan
Salmi Dina, S.H Penata Muda- Analis S1
NIP. 199711132022032016 [1I/a (CPNS) Perkara
Peradilan
Siska Wulandari, A.Md Pengatur-Il/c Pengelola D3
NIP. 199408012022032009 (CPNS) Perkara
Rima Novika,A.Md.AB Pengatur-Il/c Pengelola D3
NIP.199511122022032017 (CPNS) Perkara
Jacky Candra = PPNPN / SLTA
Sopir
Bustanul Adri S.TP - PPNPN / S1
Sopir
Suharman - PPNPN / SLTA
Satpam
Imam Adil Muchtari - PPNPN / SLTA
Satpam
Rizky Ferdiansyah - PPNPN / SLTA
Satpam
Hermanto - PPNPN / SLTA
Satpam
Meghi Okta Adpelra, S.H = PPNPN / S1
Pramubakti
Yenvermon - PPNPN / SLTA
Pramubakti
Muhammad Afandi,S.H - PPNPN / S1
Pramubakti
Lusi Afrina, SE - PPNPN / S1
Pramubakti
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2. Mutasi

Pada tahun 2022 terdapat 3 orang pegawai mutasi masuk ke
Negeri Batusangkar

Tabel Mutasi Masuk
Pengadilan Negeri Batusangkar

Jabatan Dari Pengadilan
Hanifzar,S.H.,M.H Ketua Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Lubuk Basung
Aliludin,.SH Panitera Panitera Pengadilan Negeri
Bengkalis

Panitera Muda Perdata Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Solok

3 Orang

Yustika Rini

Pada tahun 2022 terdapat 4 orang Mutasi keluar pada Pengadilan Negeri

Batusangkar

Tabel Mutasi Keluar
Pengadilan Negeri Batusangkar

Jabatan Ke Pengadilan
Agus Windana,S.H Ketua Hakim Pengadilan Negeri
Tanjung Karang
Adek Nurhadi,S.H Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri
Tanjung Pati
Joni Efendi,S.H Panitera Panitera Pengadilan
Negeri Sibolga
Khairani,S.H Panitera Muda Panitera Muda Perdata
Perdata Pengadilan Negeri Padang
4 Orang

3. Promosi

Pada tahun 2022, 2 orang pegawai yang promosi masuk Pengadilan Negeri

Batusangkar dan 1 orang promosi keluar

Tabel Promosi Masuk
Pengadilan Negeri Batusangkar

Jabatan Lama Jabatan Baru
Wakil Ketua Ketua

Panitera Pengganti | Panitera Muda
Perdata

2 Orang

Hanifzar,S.H.,M.H
Yustika Rini
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Tabel Promosi Keluar
Pengadilan Negeri Batusangkar

Jabatan Lama Jabatan Baru
Adek Nurhadi,S.H Wakil Ketua Ketua
Joni Efendi,S.H Panitera Panitera Kelas I.B
Khairani,S.H Panmud Perdata Panmud Perdata
Perdata Kelas I.A
3 Orang
4.. Pensiun

Pada tahun 2022 tidak terdapat pegawai yang pensiun di Pengadilan Negeri

Batusangkar.

Tabel Pensiun

NIHIL
NIHIL

5. Diklat

Pada tahun 2022 ada beberapa pegawai yang mengikuti diklat teknis dan

non teknis, yakni sebagai berikut:

Tabel Yang Mengikuti Diklat Teknis
JABATAN

NAMA

DIKLAT

MENGIKUTI

WAKTU

Hari Rahmat, S.H Penghapusan 15.sd 22
Diskriminasi September
Gender terhadap 2022
Perempuan

Apri Yeni Asni Hakim Percepatan 29 Junisd 1

Bawamenewi,S.H Peneyelesaian Juli 2022
Perkara

Syahrial Sadar,S.H Panmud | Percepatan 29 Junis.d 1

Pidana Peneyelesaian Juli 2022

Perkara

Syharil Juru Sita | Percepatan 29 Junis.d 1
Peneyelesaian Juli 2022
Perkara
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PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan
Dalam pengelolaan keuangan Pengadilan Negeri Batusangkar
mempunyai 3 program utama yang terdiri dari belanja pegawai, balanja
barang dan belanja modal, dan pada laporan tahun 2022 ini dapat disajikan
realisasi dan persentase realisasi pada masing program tersebut sebagai
berikut :
a. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

A. Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022

Belanja Rp. 2.903.328.000,- Rp. 2.897.769.000,- 99,81 %
Pegawai

Belanja Barang Rp. 1.427.089.000,- Rp. 1.408.462.226,- 99,69 %
Belanja Modal Rp. 181.860.000,- Rp. 181.500.000,- 99,80 %

b. Program Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2022

Belanja Rp. 88.840.000,- Rp. 84.807.800,- 95,46 %
Barang

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan sarana dan prasana merupakan suatu proses yang

sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset baik itu

melaksanakan pembukuan, pencatatan, dan pelaporan Barang Milik Negara
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sampai degan
un 2022 Pengadilan Negeri Batusangkar mengelola Aset/Barang Milik

meliputi:
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- Kendaraan Dinas

Kendaran Roda 4

Rusak
Ringan

Mini 1997 Kijang Toyota Milik
Bus LSX Sendiri
Stasiun 2007 Kijang Toyota Milik
Wagon Inova Sendiri
Stasiun 2021 Kijang Toyota Pinjam
Wagon Inova Pakai
Stasiun 2015 Rush Toyota Pinjam
Wagon Pakai
Kendaraan Roda 2

Mega 2008 GL 160 Honda Milik
Pro Sendiri
Sepeda 1982 A.100 Suzuki Milik
Motor Sendiri
Sepeda 2001 Supra Honda Milik
Motor Sendiri
Sepeda 1998 RC.100 Suzuki Milik
Motor Sendiri
Sepeda 2006 Supra Honda Milik
Motor Sendiri
Sepeda 2006 Supra Honda Milik
Motor Sendiri
Sepeda 2006 Supra Honda Milik
Motor Sendiri
Sepeda 2007 Supra Honda Milik
Motor Sendiri

Rumah Dinas

Rumah dinas Rumah Negara
Ketua Gol Il Tipe C
Permanen
Rumah dinas 1 Rumah Negara -
Wakil Ketua Gol Il Tipe C
Permanen
Rumah Dinas 6 Rumah Negara - 3 orang
akim Gol Il Tipe C hakim tidak
Permanen menempati
rumah
dinas
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Rumah dinas 0 Rumah Negara Panitera
Panitera Gol Il Tipe C belum
Permanen punya
rumah
dinas
Rumabh dinas 0 Rumah Sekretari
Sekretaris Negara Gol II belum
Tipe C punya
Permanen rumah
dinas

- Pengelolaan Sarana dan Prasarana

L. Sarana Prasarana Gedung

9] 1
(o0]

Ruangan Ketua

Ruangan Wakil Ketua

Ruangan Hakim

Ruangan Panitera

Ruangan Sekretaris

Ruangan Sidang Umum

Ruang Sidang Teleconfrence
Ruangan Sidang Anak

Ruangan Kepaniteraan Pidana
Ruangan Kepaniteraan Perdata

Ruangan Kepaniteraan Hukum

S e N N T S W S
1

Ruangan Kesekretariatan Perencanaan,
teknologi informasi dan pelaporan

Ruangan Kesekretariatan umum dan keuangan 1 -

—_

Ruangan Kesekretariatan kepegawaian,
organisasi dan tata laksana

Ruangan server

Ruangan mediasi

Ruangan posbakum

Ruangan ibu menyusui dan kesehatan
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Ruangan tahanan pria

Ruangan tahanan wanita

Ruangan jaksa

Ruangan pengacara
Ruangan tunggu terbuka
Ruangan kasir

Ruangan panitera pengganti
Ruangan jurusita pengganti
Ruangan arsip

Ruangan Rapat

e S O =N
1

Pantri

WC

—_
O
1

Pustaka 1

Ruangan bermain anak 1

Smoking Area 2 -
Gudang 3

II. Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran 478
Komputer 35 -
Laptop 36 -
Infokus 2 -
PABX 50 -
Mesin Ketik 12 -
Mesin Fotocopy
AC 56 -
Faximili 2 -
Genset 2 -
Printer 43 -
Lemari 40 -
Kursi 179 -
Meja komputer 12 -
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Brangkas

Rak

Filing Cabinet
KiosK

C. Pengelolaan Teknologi Informasi
- Implementasi Sidang Pidana Secara Teleconfrence

Semenjak merebaknya virus COVID-19 di Republik Indonesia sejak
bulan Februari Tahun 2020 dan ditegaskan oleh Pidato Presiden Tentang
New Normal, adaptasi kebiasaan baru menghadapi Pandemi COVID-19 pada
tanggal 16 Mei 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 6
Tahun 2020 tentang “Sistem Kerja di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru” pada poin e no.5 tentang
pelaksanaan sidang secara teleconference.
Pengadilan Negeri Batusangkar telah melaksanakan sidang secara
teleconference sejak bulan juli tahun 2020 hingga saat ini. Segala hal
mengenai persiapan perangkat keras, perangkat lunak, dan ruangan yang
digunakan telah disiapkan secara matang, sehingga Pengadilan Negeri
Batusangkar mempunyai ruang sidang teleconference yang terpisah dengan

ruang sidang umum.

- Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Batusangkar

Sampai dengan tahun tahun 2022, pengembangan infrastruktur
teknologi informasi di Pengadilan Negeri Batusangkar diarahkan untuk
penggunaan aplikasi perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung yaitu
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Terdapat beberapa peralatan
pendukung aplikasi SIPP yang telah tersedia yakni perangkat keras yang
berupa peralatan yang bisa diliat dan diraba secara fisik maupun perangkat
yakni alat bantu seperti aplikasi, website yang telah berjalan sebagai

jang alikasi SIPP, adapun peralatan tersebut adalah sebagai berikut:
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Nama Perangkat

I. Perangkat Keras

o

Server 1 Ruang Server
UPS 2 Ruang Server
PC All In One 2 Desk Info
Switch/Hub 5 Server dan ruangan
IT
Mikrotik 1 Ruang Server
PC 1 Piket
1 Server
14 Lantai 1 dan Lantai 2
2 Ruang server dan
Ruang IT
II. Perangkat lunak
Antivirus 1 Ruang Server
Website : pn-batusangkar.go.id 1 Domosquare.com
dan Pandi.com
Link : sipp.pn-batusangkar.go.id 1 Domosquare.com
Email : pn.batusangkar@gmail.com 1 Google.com
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PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKkreditasi Penjaminan Mutu

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jendral Peradilan Umum, Nomor
1939/DJU/SK/0T01.1/9/2015, untuk melakukan penilaian dan penjaminan
mutu pada pengadilan dan pengadilan Tinggi maka setiap Pengadilan Negeri
dituntut untuk melakukan proses akreditasi yaitu proses untuk memperoleh
pengakuan terakditasi dari tim TAPM Badilum yang mencakup penerapan
sistem akreditasi penjaminan mutu seluruh aktifitas manajeman,
pengelolahan sumber daya, proses utama untuk menyelenggarakan
peradilan dalam rangka mencapai terwujudnya performa/kinerja Peradilan
Indonesia yang Unggul prima (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE).
Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Batusangkar berhasil memperoleh
Akreditasi dari Dirjen Badilum dengan SK Nomor:
61/DJU/SK/0OT.01/4 /2022 dengan predikat Terakreditasi A (excellent),
keberhasilan memperoleh akreditasi ini merupakan komitmen dari seluruh
keluarga besar Pengadilan Negeri Batusangkar untuk meningkatkan layanan
yang prima dan terbaik serta bentuk nyata dari perubahan yang ada pada

Pengadilan Negeri Batusangkar.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan satu pintu dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi

dengan mengedepankan sistem pelayanan yang cepat, sederhana, oleh
petugas yang berkompeten, transparan dan profesional, sehingga para

pengguna jasa pengadilan dapat terlayani dengan baik sesuai asas peradilan

yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga para pengguna jasa
pengadilan dapat menikmati pelayanan dengan lebih nyaman, dan menjamin
epastian waktu penyelesaian yang pada akhirnya dapat meningkatkan
an bagi para penggunan jasa pelayanan pengadilan. Pengadilan Negeri

sangkar sejak tahun 2018 telah melaksanakan pelayanan terpadu satu
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pintu yakni dengan penerapan sistem loket terpadu, yaK

perdata, loket pidana dan loket bagian hukum, dan loket bag
sehingga pada pencari keadilan dan manyarakat yang membuft
informasi bisa langsung menuju ke loket pelayanan, dan pada tahun 20
telah menambahkan satu loket lagi yaitu loket e-Court, sehingga dengan

adanya penerapan sistem loket ini bisa meningkatkan layanan Pengadilan

Negeri Batusangkar.
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C. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan yang ada di Pengad
Batusangkar Kelas II. Inovasi Pelayanan Publik ini telah dilaksanakan
tahun 2018. Inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Batusangkar berups
Aplikasi yang berbasiskan system Android yakni :

1. Mint SIPP (Monitoring Internal - Sistem Informasi Penelusuran
Perkara)
Aplikasi MInt SIPP ini merupakan
aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP

==\ Mint SIPP ,
) evzoev dan dibuatkan khusus untuk tenaga

teknis dan bagian kepaniteraan

Pengadilan Negeri, Terkhusus lagi
50 % & D
' untuk Hakim, Panitera dan Jurusita

serta tenaga non teknis pengadilan

yang mempunyai hak akses pada

aplikasi  SIPP  lokal pengadilan.
o . F et : Layaknya aplikasi MIS, Aplikasi MInt
SIPP ini bisa digunakan untuk

memonitoring dan mengevaluasi data

aplikasi SIPP, aplikasi ini menyajikan
informasi jadwal sidang dan notifikasi jadwal sidang, info antrian
sidang, info perkara tilang, info dan notifikasi perkara minutasi,
notifikasi penahanan, statistik perkara pengadilan, statistik perkara
hakim, panitera pengganti dan jurusita, data kinerja pengadilan, data
penyelesaian perkara, info dan notifikasi penetapan, info dan
notifikasi putusan, data delegasi, info relas jurusita, info perkara
hakim dan panitera, data arsip, data statistik dan antrian direktori
putusan, info panjar perkara, rincian data perkara, meyediakan

rangkuman jadwal sidang untuk perkara yang belum putus serta
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aplikasi e-court, akses aplikasi siwas, akses aplikasi

masih banyak lagi.

2. Mext SIPP (Monitoring External - Sistem Informasi Penelusuran

Perkara)

Aplikasi MExt SIPP ini merupakan

‘é - l-m aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP
dan dibuatkan khusus untuk para

 SIPP MExt

ETZ_”DEV pihak yang sedang berperkara,
untuk jaksa, pengacara dan

masyarakat umum. Aplikasi ini

menyajikan informasi jadwal sidang,

, 4 antrian sidang, informasi denda
= °: tilang, informasi data perkara,
) ° | 2 informasi  putusan dan akses
; sl f‘ -9 kedalam aplikasi external Mahkamah

Agung seperti akses aplikasi ecourt,

akses aplikasi direktori putusan,

akses aplikasi siwas, akses aplikasi

SIPP web serta masih banyak lagi.
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BAB. VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungd
Pengadilan Negeri Batusangkar yang mencakup pengawasan melekat dari
pihak pimpinan Pengadilan Negeri Batusangkar pada khususnya.
Pengawasan melekat ini sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Batusangkar dibantu Wakil ketua Pengadilan Negeri Batusangkar selaku
atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar
pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien
sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang undangan yang
berlaku.

Dalam pelaksanaan pengawasan internal tersebut bertujuan untuk :

a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan,
pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum
peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan
perundang - undangan yang berlaku ;

b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan
pelaksanaan tugas - tugas peradilan ;

c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidak
efisienan penyelenggaraab peradilan ;

d. Menilai kinerja ;

Pengawasan yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Batusangkar

dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan

dan bahan pertimbangan pimpinan pengadilan pada khususnya untuk
menentukan kebijakan dan tidnakan yang diperlukan menyangkut
pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja
ayanan publik pengadilan.

gkungan Pengadilan Negeri Batusangkar, pelaksanaan pengawasan

ekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada :
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- Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar
- Seluruh pejabat kepaniteraan ( Panitera, Panitera Muda )
- Seluruh pejabat struktural ( Sekretaris, Kasub Bag)
Hal yang dapat ditunjukkan adalah sejumlah Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Batusangkar tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang
dan pembebanan tanggung jawab pengawasan internal kepada Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Batusangkar selaku kordinator pengawasan bidang
kepaniteraan dan kesekretariatan, sebagaimana Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Batusangkar :
1. Nomor : W3.U6/47/KP/V1/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang
Pembagian tugas dan Wewenang Wakil Ketua
2. Nomor : W3.U6/38/KP/11/2022 tanggal 3 Juli 2022 tentang
Penunjukan Koordinator Pengawasan pada Pengadilan Negeri
Batusangkar.
3. Nomor : W3.U6/39/KP/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Pembinaan Bidang-Bidang Pengadilan
Negeri Batusangkar
Pelaksanaan dari Surat Keputusan tersebut adalah pengawasan rutin yang
dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara kompherensif terhadap
seluruh aspek penyelenggaran peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri
Batusangkar yang meliputi :
1. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup
administrasi persidangan dan administrasi perkara ;
Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Pengawas Bidang, Panitera,
secara rutin dalam tiap bulan melakukan pemeriksaan register -
register, SIPP, buku bantu, buku kas, persiapan pelaksanaan eksekusi
perkara perdata, surat penetapan, dan lainnya di kepaniteraan
pidana, kepaniteraan perdata maupun kepaniteraan hukum ;

Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang
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umum dan keuangan dan bagian perencanaan te

dan pelaporan ;
Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Pengawas Bidang, Sek
secara rutin dalam tiap bulan melakukan pemeriksaan register
register, buku bantu, buku kas, kendali surat, inventaris BMN, SIKEP,
SIMAK dan lainnya di sub bagian umum dan keuangan, sub bagian
kepegawaian, organisasi dan tata laksana, sub bagian perencanaan
teknologi informasi dan pelaporan, pemeriksaan atas pengelolaan
dana APBN dalam DIPA dalam tahun berjalan serta pemeriksaan dan
review atas laporan realisasi anggaran dalam DIPA maupun
neracanya ;

Adapun hasil pengawasan bidang pada Pengadilan Negeri Batusangkar tahun

2022 sebagai berikut:

1. Pola Bindalmin telah berjalan sesuai ketentuan dalam buku Pola
Bindalmin, namun masih terdapat kurang ketelitian dalam
melaksanakan tugas.

2. Penerapan hukum acara dalam putusan Pengadilan Negeri
Batusangkar secara substansi sudah baik.

3. Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan
terlaksana dengan baik

4. Pelaksanaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Batusangkar sudah berjalan sebagaimana mestinya.

5. Penyusunan surat-surat yang terdapat pada Bundel B dan dalam
berkas perkara tingkat banding secara umum telah terlaksana
dengan baik.

. Penyelesaian minutasi berkas-berkas perkara banding, baik di
Bagian KepaniteraanPidana, Perdata maupun di Kepaniteraan
Hukum telah berjalan baik.

. Pengawasan disiplin Hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri

Batusangkar sudah baik, namun perlu ditingkatkan kinerja yang
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8. Pembukuan Keuangan Buku Kas Umum dan B
lainnya sudah sesuaiperaturan
9. Sistem administrasi perlengkapan BMN menggunakan a
SAKTI modul persediaan sudah berjalan dengan baik
10. Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan baik
11. Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi
12. Pengembangan Teknologi & Informasi pada Pengadilan Negeri
Batusangkar sudah berjalan baik
Pengawasan internal juga mencakup penanganan pengaduan terhadap
tingkah laku aparat lembaga peradilan, manajemen dan kepemimpinan
lembaga peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik
di lingkungan Pengadilan Negeri Batusangkar namum sepanjang tahun
202tidak terdapat pengaduan terhadap etika dan tingkah laku Hakim dan

Pegawai Pengadan Negeri Batusangkar.

B. Evaluasi
Evaluasi terhadap kinerja lembaga peradilan Pengadilan Negeri
Batusangkar didasarkan kepada pelaporan hasil pemeriksaan rutin,
pemeriksaan keuangan dan penanganan pengaduan dalam bentuk laporan
tertulis tersebut yang dilakukan secara terjadwal oleh pimpinan Pengadilan
Negeri Batusangkar untuk kemudian dibahas secara bersama untuk
memperoleh rekomendasi atas evaluasi tersebut dengan melibatkan hakim,
pejabat kepaniteraan, pejabat struktural berupa :
1. Melaksanakan briefing/rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja

Pengadilan Negeri Batusangkar

a. Rapat terbatas pimpinan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan
Hakim Pengawas Bidang sekurang - kurangnya sebulan sekali ;

b. Rapat terbatas pimpinan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan
Panitera, Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Struktural,

sekurang - kurangnya dilaksanakan 2 kali dalam sebulan ;
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c. Rapatbulanan pimpinan Pengadilan dengan selur

kepaniteraan, pejabat struktural, karyawan / karyawati

Negeri Batusangkar sekurang - kurangnya sebulan sekali ;

2. Pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang dialami, dan diberika
petunjuk penyelesaian masalah.

3. Pemberian teguran atas tindakan terhadap aparat yang terbukti atau

terindikasi melakukan kesalahan.
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PENUTUP

I.  Kesimpulan
Pada umumnya pelaksanaan tugas-tugas pada Pengadilan Nege
Batusangkar telah berjalan dengan baik dengan adanya bimbingan teknis
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Padang,
Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung, Pengawas Pengadilan
Tinggi Padang dan Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri
Batusangkar, Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah
dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara,
administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.
* Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi
umum sudah berjalandengan baik dan sebagaimana mestinya
* Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Batusangkar
mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
* Pengadilan Negeri Batusangkar berupaya untuk semakin
meningkatkan =~ pengembangan  teknologi  informasi  untuk
mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan.
Penyajian informasi yang menggunakan medium website sistem
informasi yang dikembangkan Mahkamah Agung seperti Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2021
Pengadilan Negeri Batusangkar masih mengalami kendala yang berhubungan
dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya
sarana pendukung berupa pagar gedung yang belum selesai sepenunnya dan

tempat parkir pegawai dan parkir tamu yang belum memadai.

II. Saran
Adapun saran yang bisa kami sampaikan adalah sebagai berikut:
ehubungan dengan Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan mohon
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. Mohon kiranya dapat menambah tenaga teknis maupun non tenags

kiranya Mahkamah Agung untuk mengadakan bimDB
pelatihan / Sosialisasi terutama untuk jabatan struktura

bagian kesekretariatan.

teknis karena sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri

Batusangkar pada saat ini sangat tidak mencukupi.

. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pagar belakang gedung

kantor dan tempat parkir yang kurang memadai.
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